











. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan Pemerintah dicairkan kepada penerima bantuan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
Permukiman Berbasis Masyarakat (Satker PKPBM), Satker Pengembangan
Kawasan Permukiman Provinsi (Satker PKP Provinsi) dan/atau Satuan
Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Satker PIP)
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Penyaluran dana Bantuan Pemerintah disalurkan langsung kepada
penerima sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Laporan pertanggungjawaban disusun oleh masing-masing
pelaksana/pelaku yang berwenang secara bertahap dan/atau berjenjang
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

. KETENTUAN PERPAJAKAN

Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari rupiah murni akan
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dari nilai pagu
Bantuan Pemerintah, sedangkan yang bersumber dari pinjaman atau hibah
luar negeri tidak dipungut PPn. Penggunaan dana Bantuan Pemerintah
oleh kelompok masyarakat kepada pihak ketiga akan dikenakan pajak

sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

. SANKSI

Sanksi dikenakan terhadap setiap orang dan/atau kelompok masyarakat
yang melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan

Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. PENUTUP

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran ini.






II.

LAMPIRAN I

Surat Edaran

Direktur Jenderal Cipta Karya

Nomor

Tentang : Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Direktorat
Pengembangan Kawasan

Permukiman

MEKANISME PENYALURAN
BANTUAN DANA INVESTASI (BDI)
NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)

TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN

Tujuan Bantuan Pemerintah dalam National Slum Upgrading Program
(NSUP) adalah untuk mendukung pelaksanaan penanganan
permukiman kumuh, yang mencakup kegiatan pencegahan tumbuh
dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas

permukiman kumuh.

Pelaksanaan penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui
kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman
serta pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan

(sustainable livelihood).

PEMBERI BANTUAN

Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Bantuan Dana
Investasi (BDI) NSUP merupakan bantuan pemerintah yang diberikan
dalam bentuk uang dan termasuk dalam jenis bantuan lainnya yang
memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sesuai dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

BDI diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Pengembangan Kawasan
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